
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU. 
NOMOR 01 TAHUN 2018 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELAN J A DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DOMPU, 

M e n i m b a n g : a. bahwa u n t u k melaksanakan ke tentuan pasal 
pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 
T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Kepala Daerah wajib mengajukan Perda tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen 
pendukungnya kepada DPRD-sesuai w a k t u yang 
d i t en tukan oleh peraturan perundang-
undangan u n t u k memperoleh persetujuan 

.:" bersama; 
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
d ia jukan merupakan perwujudan d a n Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah T a h u n Anggaran 2019 
yang d i jabarkan kedalam Kebi jakan U m u m 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang 
telah disepakati bersama antara Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
. d imaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu 

membentuk Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 69 T a h u n 1958 
tentang Pembentukan Daerah - Daerah T ingkat 
II da lam wi layah Daerah-daerah T ingkat I Ba l i , 
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara T i m u r 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang - Undang Nomor 28 . Tahun 1999 
tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan 



bebas dar i korups i , Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang - Undang Nomor 17-• T a h u n . 2 0 0 3 ; 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. . Undang - Undang Nomor 1 T a h u n 2004 . tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang - Undang Nomor 15 T a h u n 2004 
tentang Pemeriksaan : Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 
66, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang - Undang Nomor 33 T a h u n 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang - Undang . Nomor 28 T a h u n 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang - Undang Nomor 12 T a h u n 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang - Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang 
Aparatur Sipi l Negara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5494); 

11 . Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah d iubah 
beberapa ka l i t e rakhir dengan Undang-Undang 
Nomor : 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n . 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 



Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h u n 1988 
tentang Koordinasi Kegiatan Instans i Ver t ika l d i 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia 3373); 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 T a h u n 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah 
dan Waki l Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
4028); 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan ; 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia 4416) . 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i t e rakh i r 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 T a h u n 
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan P impinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia 4712); 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 T a h u n 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4575); 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5155); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4578 ); 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 T a h u n 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Min ima l ( Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4585); 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Ins tans i 
Pemerintah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2006 Nomor 25, T a m b a h a n ' Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4614 ); 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 T a h u n 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4693); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 T a h u n 2010 
tentang Standar Akun tans i Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 T a h u n 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor, 2 T a h u n 2012; 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5272); 

25. Peraturan Presiden Nomor 16 T a h u n 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2017 Nomor 33); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 T a h u n 
2007 tentang Tata Cara Eva luas i . Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Menter i Da lam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menter i Dalam Negeri nomor 16 
T a h u n 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Aggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

27. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan Menter i Dalam Negeri nomor 21 t a h u n 
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Menter i Dalam Negeri Nomor 13 t a h u n 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



28. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 32 T a h u n 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber dar i Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i t e rakh i r dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 t a h u n 
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 T a h u n 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Ban tuan 
Sosial Yang Bersumber dar i Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n 
Anggaran 2019; 

Dengan Persetujuan Bersama 

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU 

dan 

BUPATI DOMPU 

: MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
sebagai b e r i k u t : 
1. Pendapatan R p l , 194.938.780.051,00 
2. Belanja Rpl .235.093.695.034,00 

Surp lus / ( Def is i t ) (Rp40.154.914.983,00) 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Rp42.704.914.983,00 
b. Pengeluaran Rp 2.550.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp40.154.914.983,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp (00,00) 
T a h u n Berkenaan 



Pasal 2 

Pendapatan Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 1 
t e rd i r i d a r i ; 

a. Pendapatan Asl i Daerah se jumlah 
Rp lO l .031 .715 .383 ,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp903.968.168.000,00 
c. Lain-Iain Pendapatan Daerah yang Sah se jumlah 

Rpl89.938.896.668,00 
Pendapatan Asl i Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) t e rd i r i dar i j en is pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah RplO.294.226.664,00 
b. Retr ibusi Daerah sejumlah Rp3.763.493.900,00 
c. Hasi l Pengelolaan Kekayaan Daerah yang D ip i sahkan 

sejumlah Rpl0 .504,855.601,00 
d. Lain- la in Pendapatan Asli Daerah se jumlah 

Rp76.469.139.218,00 
Dana Perimbangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
t e rd i r i da r i j en is pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp35.307.446.000,00 
b. Dana Alokasi U m u m sejumlah Rp589.832.089.000,00 ; 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp278.828.633.000,00."... 
La in- la in Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) terdir i dar i jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Hibah sejumlah R p l 1.679.298.000,00 
b. Dana bagi hasi l pajak dar i Provinsi se jumlah 

Rp44.880.088.668,00 
c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus (Dana insent i f 

Daerah dan Dana Desa) Rp l33 .379.510.000,00 

Pasal 3 

Belanja Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 1 
t e rd i r i dar i : 
a. Belanja Tidak Langsung se jumlah 

Rp623.141.694.766,00 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp611.952.000.268,00 
Belanja T idak Langsung sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) h u r u f a t e rd i r i dar i j en is belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp467.349.333.210,00 
b. Belanja H ibah sejumlah Rpl5 .507.710.000,00 
c. Belanja Bantuan Sosial Rp3.150.000.000,00 
d. Belanja Bagi Hasi l kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan Pemerintah Desa Rpl .405.772.056,00 
e. Belanja Bantuan Keuangan se jumlah 

Rpl33.728.879.500,00 
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp2.000.000.000,00 
Belanja Langsung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

... h u r u f b te rd i r i dar i jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp33.136.953.783,00,00 . 
b. Belanja Barang dan , Jasa se jumlah 

Rp286.819.871.721,00,00 
c. Belanja Modal sejumlah Rp291.995.174.764,00 



Pasal 4 

Pembiayaan Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 1 
t e rd i r i da r i : 
a. Penerimaan sejumlah Rp42.704.914.983,00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp2.550.000.000,00 
Penerimaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 
te rd i r i dar i jenis pembiayaan : 
Sisa lebih perh i tungan anggaran Tahun sebelumnya 
Rp42.704.914.983,00 
Pengeluaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 
t e rd i r i dar i jenis pembiayaan : 
Penyertaan • Modal (Investasi) se jumlah 
Rp2.550.000.000,00 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 00,00 

Pasal 5 

Ura ian lebih lan jut Anggaran . Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana d imaksud dalam pasal 1, t e rcantum 
da lam lamp i ran yang merupakan bagian yang t idak 
terp isahkan dar i Peraturan daerah in i , yang terd i r i dar i ; ' 

1. Lampiran I 
2. Lampiran I I 

3. Lamp i ran l l l 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VI I 
8. Lampiran VI I I 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11 . Lampiran X I 

Ringkasan RAPBD; 
Ringkasan RAPBD m e n u r u t Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 
Perangkat Daerah; 
Rincian RAPBD m e n u r u t U r u s a n 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja . dan 
Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja m e n u r u L 
Urusan Pemerintahan Daerah, 
Perangkat Daerah, Program dan 
Kegiatan; 
Rekapitulasi Belanja Daerah u n t u k : 
Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 
Daftar J u m l a h Pegawai per 
Golongan dan per Jabatan ; 
Daftar Piutang Daerah 
Daftar Pernyataan Modal ( Inventaris 
Daerah); 
Daftar perk i raan Penambahan dan 
Pengurangan Aset tetap Daerah 
Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Lainnya; 
Daftar kegiatan-kegiatan t a h u n 
anggaran sebelumnya yang be lum 
diselesaikan dan dianggarkan 
kembal i da lam t a h u n anggaran i n i ; 



12 Lampiran X I I : Daftar Dana Cadangan; dan 
13. Lampiran XI I I : Daftar Pinjaman daerah dan obligasi 

daerah 

Pasal 6 

B u p a t i menetapkan Peraturan .Bupat i tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah 
Kabupaten Dompu. 

Di te tapkan d i D o m p u 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR OX 

i NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA 
I TENGGARA BARAT NOMOR / Q 3 TAHUN 2018 


